PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

1.

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

%

2.
3.

10.

11,

12,

13.

Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Iir.

Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib
pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa
tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada
konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan
dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau
diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi
yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan
dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas
lainnya.
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Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan
atau penyelenggaraan semua jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/
atau keramaian untuk dinikmati.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang
dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang
didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraanr tempat parkir di luar badan jalan
dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi
yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau
Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
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Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan  pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang
yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal
jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi
Utang Pajak:

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan  Surat Paksa, penyitaan dan
penyanderaan.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan retribusi daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PBJT

Pasal 2

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a.

b
¢
d
e

(1)

Makanan dan/atau Minuman;
Tenaga Listrik;

Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir; dan

Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 3
Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa
tertentu.

Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan
yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB III
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Pasal 4

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau

Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang

disediakan oleh:

a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa
meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan
minum; dan

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan

setengah jadi, pembuatan, penyimpanan,
serta penyajian berdasarkan pesanan;



2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh
pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana
proses pembuatan dan penyimpanan
dilakukan; dan

3. penygjian dilakukan dengan atau tanpa
peralatan dan petugasnya.

(2) Jenis Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a antara lain:

a. warung, termasuk warung kaki lima;

b. kafe;

c rumah makan;

d. kafetaria;

e. toko roti, kue, kembang gula/permen, es krim,
minuman clahan dan/atau sejenisnya;
stan/kios/gerai mini atau kontainer;
konter yang merupakan satu kesatuan atau
melekat pada kendaraan bermotor; dan
h. penjualan, penyverahan dan/atau konsumsi

makanan dan/atau minuman pada:

1. hotel/tempat penginapan;

2. diskotik;

3. pub/bar;
4
5

g ™

tempat karaoke; dan
tempat rekreasi
(3) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan
dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya
tidak melebihi Rp500.000,00 (lirna ratus ribu
rupiah) per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang
tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau
Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau
Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan
usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa
menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara;
dan

e. pada objek PBJT makanan dan/atau minuman
yang telah dipungut pajak pertambahan nilai
(PPN).

Pasal 5
Dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman
adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia
makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan
dan/atau minuman.



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

(4)
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(6)

Pasal 6
Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Besaran pokok PBJT atas makanan dan/atau minuman
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif
PBJT atas makanan dan/atau minuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Wilayah pemungutan PBJT atas makanan dan/atau
minuman yang terutang adalah di wilayah Daerah
tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi
barang dan jasa tertentu dilakukan.
Saat terutangnya PBJT atas makanan dan/atau
minuman ditetapkan pada saat pembayaran atau
penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk
PBJT atas makanan dan/atau minuman.

BAB IV
TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 7

Objek PBJT atas Tenaga listrik merupakan konsumsi

Tenaga Listrik.

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh

pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah,
Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara
lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial
lainnya yang sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan
izin dari instansi teknis terkait.

Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen

Tenaga Listrik.

Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang

pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,

penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.

Jenis pemungutan tenaga Listrik ini adalah self

assessment dimana Wajib Pajak menghitung,

melaporkan, dan menyetorkan sendiri.




Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, Saat Terutang, Masa Pajak

(1)

(2)

(2)

(4)

(2)

Pasal 8

Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan
jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas Nilai Jual
Tenaga Listrik.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas
tenaga listrik dihitung berdasarkan Nilai Jual Tenaga
Listrik (NJTL) yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 9

Nilai jual tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) ditetapkan untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain
dengan pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

Nilai Jual tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah
dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang
ditagihkan dalam rekening Listrik, untuk
pascabayar; dan

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

Nilai jual tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas

tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu
pemakaian Listrik, dan harga satuan Listrik yang
berlaku di wilayah Daerah.

Berdasarkan nilai jual tenaga Listrik yang ditetapkan

untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain

dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), penyedia tenaga

Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan

dan pemungutan PBJT atas tenaga Listrik untuk

penggunaan tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 10

Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh
industri, pertambangan minyak bumi dan gas
alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri

untuk keperluan bisnis, ditetapkan sebesar 1,5%
(satu koma lima persen).
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(3) Ketentuan mengenai dasar perhitungan pengenaan tarif
tenaga listrik untuk keperluan bisnis dan industri
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Saatterutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada
saat konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik.

(2) Saat terutang PBJT atas tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada saat orang
pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif
dan syarat objektif PBJT atas tenaga Listrik dalam 1
(satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam
tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah.

(3) Masa pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu)
bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PBJT
atas tenaga Listrik yang terutang.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 12
PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang adalah di wilayah
Daerah tempat konsumsi tenaga listrik.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan untuk
Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 13

(1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
penyediaan penerangan jalan umum.

(2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur
penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas
konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan
umum.

(3) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan
pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah
Kabupaten dalam pengalokasian hasil penerimaan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau
melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari
hasil penerimaan Pajak tersebut.

(4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan
kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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BABV
JASA PERHOTELAN

Pasal 14

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan
fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang
rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan
seperti:
hotel,;
hostel;
vila,
pondok wisata;
motel;
losmen;
wisma pariwisata;
pesanggarahan;
rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort
/ cottage;
j.  tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai

hotel; dan
k. glamping.
Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah
kos-kosan yang menyediakan jasa penyediaan
akomodasi dan fasilitas penunjangnya, bukan
berdasarkan jumlah kamar yang disewakan.
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) antara lain pelayanan kamar (room service),

air conditioner (AC), binatu (laundry and dry cleaning),

Kasur tambahan (extra bed), furniture, dan

perlengkapan tetap (fixture), telepon, brankas (safety

box), internet, televisi satelit/kabel, dan/atau minibar.

Penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa

perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat yang digunakan untuk resepsi pernikahan,
rapat-rapat, dan yang dipersamakan fungsinya.

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya
yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau
kegiatan keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

PR O Q0 T
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Pasal 15

Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan adalah jumlah
pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(2)

Pasal 16
Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Besaran pokok PBJT atas Jasa Perhotelan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 dengan tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Saat terutangnya PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan
pada saat pembayaran atau penyerahan atas Jasa
Perhotelan.
Wilayah pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan yang
terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan,
penyerahan, dan/atau Kkonsumsi barang dan jasa
tertentu dilakukan.

BAB VI
JASA PARKIR

Pasal 17

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf d meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri; dan

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik.

Pasal 18

Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah
pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara
tempat parkir dan/atau penyedia layanan
memarkirkan kendaraan.

Dalam hal wajib pajak tidak memungut pembayaran
atas jasa parkir yang disediakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas
Jasa Parkir dihitung berdasarkan harga jual jasa
sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang
bersangkutan.
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Pasal 19

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual
lainnya yang dipertontonkan secara langsung di
suatu lokasi tertentu;
pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau
busana;
kontes kecantikan;
kontes binaraga;
pameran;
pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
pacuan kuda dan perlombaan kendaraan
bermotor;
permainan ketangkasan;
olahraga permainan dengan menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan
perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j- rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
pendidikan, wahana budaya, wahana salju,
wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan
kebun binatang;

k. panti pijat dan panti refleksi; dan

L. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi
uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa
kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut
bayaran; dan/atau

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak
dipungut bayaran.

o
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Pasal 20
Dasar pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
adalah  jumlah pembayaran yang diterima oleh
penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 21

(1) Tarif PBJT atas jasa hiburan dan kesenian ditetapkan
sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek,
karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Besaran pokok PBJT atas jasa hiburan dan kesenian
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan tarif
PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).



(@)
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(3)
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Wilayah pemungutan PBJT atas kesenian dan hiburan
yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat
penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang
dan jasa tertentu dilakukan.

Saat terutangnya PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan
atas jasa kesenian dan hiburan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 22
Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan
objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun
waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan
Daerah.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib
Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk
menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
Masa Pajak PBJT ditetapkan untuk jangka 1 (satu)
bulan kalender, khusus untuk PBJT katering, dan
PBJT kesenian dan hiburan insidental masa pajak
disesuaikan dengan jangka waktu penyelenggaraan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan PBJT

Pasal 23

Wajib Pajak PBJT wajib mendaftarkan diri dan/atau
objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda
dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib
Pajak.

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas,
lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya.
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Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri

dengan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak yang
masih berlaku;

b. surat izin usaha (apabila ada);

c. surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran
dikuasakan; dan

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa
apabila dikuasakan.

Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor

registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang

dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan

pendaftaran objek pajak.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk

orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk

kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk

badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati

melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan

NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki

oleh Daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk wajib pajak penyedia Tenaga Listrik

yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah.

Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan

wajib pajak dan objek pajak untuk memperoleh,

melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak

dan/atau wajib pajak, termasuk informasi geografis

objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan

daerah.

Ketentuan mengenai bentuk Formulir Pendaftaran

Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 24

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenubhi
persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui
Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib
Pajak.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD,
nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain
yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.
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Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap

disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang

dipersamakan secara jabatan atau atas dasar

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa
keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan
kembali.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 25
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran
Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem
pembayaran berbasis elektronik dan/atau tunai.
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran PBJT yang terutang paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud ayat (4),
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STPD.
Ketentuan mengenai bentuk Formulir SSPD
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembukuan

Pasal 26

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau

pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik,

dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha paling sedikit
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan;
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b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha kurang dari
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) per tahun dapat memilih
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan

dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan

pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau

data penjualan beserta bukti pendukungnya agar

dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak
yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi online
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan

atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di

tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Paragraf 1
Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 27
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda
tangani oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda
setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
Ketentuan mengenai bentuk SPTPD tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28
Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak.
Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus
dibayarkan atau disetorkan ke kas daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD.
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Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan jangka
waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah berakhirnya masa Pajak.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada
hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD
jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 29
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan
menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum
dilakukan Pemeriksaan Pajak.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan
SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun
sebelum kedaluwarsa penetapan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti
pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.
Atas Pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang
bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu
persen) per bulan dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.
Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada avat
(3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 30

Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Penelitian

atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau
penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam
SSPD;

b. Kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. Kebenaran penulisan, peghitungan, dan/atau
administrasi lainnya.

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui

terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan

STPD.
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STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran
Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah
Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan. _

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi
penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari
Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat
melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 31

Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan mengenai Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) cilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret
yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

pemberian NPWPD secara jabatan;

penghapusan NPWPD;

penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

pencocokan data dan/atau alat keterangan;

dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau

pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan

Pemeriksaan.

oo gp

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib

Pajak yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku
atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;



(2)
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak

yang diperiksa paling sedikit antara lain:

a. meminta identitas dan bukti penugasan
Pemeriksaan kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan  tentang  alasan dan tujuan
Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil
Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak

terutang ditetapkan secara jabatan.

Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

terkait dengan Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

(1)

(2)

(3)

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 33
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda
dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SKPDN.
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau
tidak dibayar berdasarkan:
a. Hasil Pemeriksaan; atau
b. Perhitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD
dalam jangka waktu tertentu dan telah
ditegur secara tertulis namun tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
pembukuan atau  pencatatan secara
elektronik dan/atau non-elektronik atau
kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan
pemeriksaan.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap dan menyebabkan
penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
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(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 34
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat
kelebihan pembayaran Pajak, Bupati melalui Kepala
Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 35

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per
bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau
berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat] bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf
b dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung
sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,
sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang
dibayar.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(5) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 36
(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda
dapat menerbitkan STPD.
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Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan
STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh
Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak
yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu
persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Ketentuan mengenai bentuk Formulir STPD tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Penagihan Pajak

Pasal 37
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajak.
Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran
atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan secara lisan
maupun tertulis.
Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh
tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang perpajakan.
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Pasal 38

Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati
berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk
melaksanakan Penagihan.
Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang;:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

dan
b. menerbitkan:

1. Surat Teguran,

2. surat perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus;
Surat Paksa;
Surat perintah melaksanakan penyitaan;
Surat perintah penyanderaan;
Surat pencabutan sita;
Pengumuman lelang;
Surat penentuan harga limit;
Pembatalan lelang; dan
0. Surat lain yang diperlukan untuk

pelaksanaan Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

SOPNOUPW

Pasal 39

Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan
Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak
oleh Penanggung Pajak.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi
Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan
Surat Paksa.

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak,
atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda
pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan
setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa
tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang
Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua
kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
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(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan
Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bapenda
melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor
lelang terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat
setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan
penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk
membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 40

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan

Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika

dan Sekaligus apabila:

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk
lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh
pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 41

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan,
terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan
iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang
Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat
dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap
Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya
Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan
Pajak. '

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 42

Dalam hal tindakan penagihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (1) sudah dilaksanakan namun

tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Bapenda

dapat melakukan upaya penagihan lain.

Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain:

a. pemanggilan Wajib Pajak; dan/atau

b. pengusulan pencabutan perizinan dan non
perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit
dokumen perizinan dan non perizinan.

Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak

yang dilakukan sebelum atau setelah teguran

disampaikan.

Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapart dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan

didampingi instansi lain yang bekerja sama dengan

Pemerintah Kabupaten apabila diperlukan.

Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan setelah teguran diterima

oleh Wajib Pajak.

Penagihan dilaksanakan dengan berpedoman pada

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

terkait dengan Penagihan Pajak.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

. Pasal 43
Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah.
Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
tersebut.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
Utang Pajak dan belum melunasinya Kkepada
Pemerintah Kabupaten.
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Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
pengakuan.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 44

Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk

menentukan prioritas Penagihan Pajak.

Bupati melalui Kepala Bapenda memerintahkan

Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa

dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (3) sampai dengan batas
waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal
Pemerintah Kabupaten.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Penghapusan Piutang Pajak dilaksanakan dengan

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang terkait dengan Penghapusan Piutang

Pajak.

Bagian Kesebelas
Keberatan Pajak

Pasal 45

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau
jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan
disertai alasan yang jelas.
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Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal
pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/ atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan
oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati
melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum
dibayar pada saat pengajuan Kkeberatan tertangguh
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Surat Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 46
Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat
melakukan Pemeriksaan.
Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (7).
Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas
keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak
yang terutang menurut Wajib Pajak;
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b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama
dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang
dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang
dalam surat keputusan/Kketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima.

Pasal 47
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Belas
Banding

Pasal 48
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding
hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati
melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat
Keputusan Keberatan.
Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Putusan Banding.
Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 49
Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (3) tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan Banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Belas
Gugatan Pajak

Pasal 50

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a.

b.

C.

pelaksanaan Surat Paksa, surat  perintah
melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan
Pajak;

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam
Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46; dan

penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat
Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak
sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah
diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 51

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminitratif
serta Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

(1)

Paragraf 1
Umum

Pasal 52
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Bupati atau Kepala Bapenda dapat:



(2)

(3)
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a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak vang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN,
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan
perpajakan Daerah;

c. membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan/atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling

lambat 1 (satu) bulan kalender sejak ketetapan pajak
terutang diterbitkan.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui suatu keputusan = yang

penetapannya dilakukan oleh:

a. Bupati melalui Kepala Bapenda dengan nilai pajak
terutang paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah); dan

b. Bupati dengan nilai pajak terutang lebih dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

(1)

(2)

(4)

Pasal 53
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1), diajukan atas sanksi administratif yang
tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak
sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk
menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban
perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang.
Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] adalah dalam hal Wajib Pajak orang
pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan
kemampuan caya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak
dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan
dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam
memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak
orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan
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(7)
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keuangan sechingga sulit menentukan pilihan untuk

membiayai musibah atau membayar kewajiban

perpajakannya.

Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam

memenuhi kewajiban  perpajakan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa
sebagai berikut:

a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo
mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan,
bencana alam atau sakit mengharuskan rawat
inap di rumah sakit sehingga tidak dapat
memenuhi kewajiban perpajakan, dibuktikan
dengan surat pernyataan dan foto atau surat
keterangan dokter rumah sakit;

b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan
kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat
memenuhi kewajiban rutin, dibuktikan dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap dan/atau laporan keuangan yang telah
diaudit oleh akuntan publik; atau

c. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami
kesulitan keuangan sehingga tidak dapat
memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari,
dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu
dari kepala desa/lurah setempat.

Wajib Pajak vang mengalami peristiwa sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan

penghapusan sanksi administrasi.

Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat

diberikan pengurangan sanksi administrasi paling
banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 54 :
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala
Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan mengemukakan alasan yang jelas.

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dilengkapi dengan:

a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak;

b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib
Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa
Wajib Pajak;

c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib
Pajak;

d. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan
permohonan; dan

e. dokumen pendukung alasan permohonan.
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(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh
Wajib Pejak Badan dilengkapi dengan:

a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk
Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan
perubahan;

b. fotckopi NPWP Badan;

c. fotokopi kartu identitas pemohon;

d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib
Pajak;

e. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan
permohonan; dan

f.  dokumen pendukung alasan permohonan.

(4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif tidak dapat diajukan terhadap sanksi
administrasi yang dikenakan atas surat keputusan
angsuran dan/atau penundaan pembayaran.

(5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif hanya dapat diajukan dalam hal
ketetapan atau tagihan pajak daerah tersebut:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak diajukan permohonan pembetulan atau
pembatalan ketetapan; dan/atau

d. diajukan permohonan pembetulan atau
pembatalan ketetapan, tetapi permohonan ditolak.

(6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak
dapat diberikan kesempatan untuk memenubhi
persyaratan dimaksud sampai dengan waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat

2).

Pasal 55
Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 tidak dianggap sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 56

(1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bupati
melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian
terhadap berkas permohonan yang diajukan.

(2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat
menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan
lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta
dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan untuk  menerima  atau  menolak
permohonan.
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Pasal 57
Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan diterima.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan,
permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Paragraf 3

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

(1)

(2)

(1)

(3)

Pasal 58

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat

ketidakbenaran atas:

a. kondisi objek pajak; dan

b. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (1) huruf ¢ dapat dilakukan apabila:

a. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD
yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan
karena bukan merupakan objek pajak atau
terdapat objek ganda; dan/atau

b. Kketetapan yang diterbitkan tidak
sesuai/bertentangan dengan Peraturan
Perurdang-undangan.

Pasal 59

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurufb

dan huruf c yang diajukan kepada Kepala Bapenda
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mengemukakan alasan yang jelas.

Untuk mendukung permohonan pembetulan atau

pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak

Orang Pribadi dilengkapi dengan:

a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak apabila
diajukan perorangan,;

b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib
Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa
Wajib Pajak;

c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib
Pajak;

d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD
yang diajukan permohonan; dan

e. dokumen pendukung alasan permohonan.

Untuk mendukung permohonan pembetulan atau

pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak

Badan dilengkapi dengan:

a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk
Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan
perubahan;

b. fotokopi NPWP Badan;

c. fotokopi kartu identitas pemohon;
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d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib
Pajak;

e. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang diajukan permohonan; dan

f. dokumen pendukung alasan permohonan.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib

Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenubhi

persyaratan dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak

diterimanya surat permohonan.

Pasal 60

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 tidak dianggap sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(1)

(2)

(4)

(1)

(3)

Pasal 61
Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
Pasal 59, Bupati melalui Kepala Bapenda
menindaklanjuti  permohonan  tersebut dengan
melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib
Pajak.
Dalam hal pembetulan dan pembatalan secara jabatan,
Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian
terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau
dimiliki oleh Bapenda.
Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat menunjuk
tim untuk membantu pelaksanaan penelitian.
Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat:
a. meminta data, informasi, dan/atau keterangan
yang diperlukan; dan/atau
b. menugaskan tim untuk melakukan peninjauan
lapangan.
Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan untuk menerima atau  menolak
permohonan.

Pasal 62

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (1), Keputusan Pembetulan harus ditetapkan

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan,

permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang
dapat berupa menambahkan, mengurangkan,
atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,



(3)

(5)

(6)
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maupun sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil
Pemeriksaan maupun Kketetapan Pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kelima Belas
Kemudahan Perpajakan

Pasal 63

Bupati dapat memberikan kemudahan berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak; dan
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat diberikan oleh Bupati secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak
pada waktunya.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (4) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan
tertulis yang ditandatangani Wajib Pajak dan disetujui
Camat atau dokumen resmi lain yang menyatakan
terjadinya bencana alam sehingga Wajib Pajak tidak
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan
kewajibannya secara tepat waktu.




- B <

(8) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) meliputi:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak
menyelenggarakan pembukuan mengalami

kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari dibuktikan dengan surat keterangan
tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah; dan

b. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang
menvelenggarakan pembukuan mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas untuk dapat
memenuhi kewajiban utang lancar pada tahun
berkenaan dibuktikan dengan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 64

(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (5) diajukan secara tertulis dalam
bahasa indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak
terutang, jangka waktu penundaan atau masa
angsuran, dan alasan yang jelas disertai dengan
dokumen pendukung alasan tersebut.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (5) tidak dapat diajukan terhadap
pajak terutang yang terbit akibat dari pemberian
fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak
terutang.

(3) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak
dapat dipertimbangkan.

Pasal 65
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(4) memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam
pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 66

(1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), Kepala
Bapenda melakukan penelitian terhadap Dberkas
permohonan yang diajukan.

(2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat
menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan
lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta
dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan untuk menerima atau menolak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 67

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5)

ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak
diterima lengkap.

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), dapat

berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai
dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak
dan/atau masa angsuran atau lamanya
penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka

waktu 12 (dua belas) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah

Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan

dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBJT

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 68
Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati melalui Kepala Bapenda.
Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala
Bapenda tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.
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Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui
Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Pajak.

BAB VIII

PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 69
Bapenda dapat menerima pengaduan, saran dan
masukan atas pelayanan PBJT dari masyarakat sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Pengaduan, saran, dan masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
a. kotak saran/kotak pengaduan, dan
b. media teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 70
Bapenda dapat melakukan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat dan wajib pajak.
Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. penyuluhan;
b. seminar; atau
c. sosialisasi Penyebaran informasi melalui media
elektronik maupun media cetak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2014 tentang Dasar
Pengenaan Tarif Pajak Restoran dalam Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014 Nomor 65);
dan

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Harga Satuan Listrik yang Dihasilkan
Sendiri untuk Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
(Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Tahun 2020 Nomor 11).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 72
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal (F Januari 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal [} Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR &


Lenovo
Typewritten text
       dto

Lenovo
Typewritten text
     dto


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR NOMOR % TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

DASAR PERHITUNGAN PENGENAAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPERLUAN BISNIS, TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN
INDSUTRI, DAN BENTUK FORMULIR

I. DASAR PERHITUNGAN PENGENAAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPERLUAN BISNIS

GOL
NO TARIF BATAS DAYA BIAYA PEMAKAIAN
1. | B-1/TR 450 VA Blok I : 0 s/d 30 kWh 1| 254
BlokIl |:| diatas30kWh |:| 420
2. | B-1/TR 900 VA Blok I :| 0s/d108 kWh |:| 420
BlokII |:| diatas 108 kWh |:| 465
3. | B-1/TR 1.300 VA 966
2.200 VA s/d
4. | B-1/TR & <0 v 1.100
6.600 VA s/d
5. | B-2/TR SO0 LOA 1.352
. Blok WBP =K x 1020
6. |B-3/mm| 4228290 | Blok LWBP = 1.020
kVArh =1.117

*) Catatan:

K . Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai
dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4
<Ks=2)

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

II. DASAR PERHITUNGAN PENGENAAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPERLUAN INDUSTRI

GOL
NO TARIF BATAS DAYA BIAYA PEMAKAIAN
1. | 1-1/TR 450 VA Blok I :| 0s/d30kWh |:|160
Blok II :| diatas 30 kWh |:|395
2. | 1-1/TR 900 VA Blok [ :| O0s/d72kWh |[:|315
Blok II :| diatas 72 kWh |:|405
3. | 1I-1/TR 1.300 VA 930
4, | 1-1/TR 2.200 VA 960




5. | 1-1/TR | 3.500 VA s/d
14 kVA LA1%
6. | 1-2/TR | diatas 14 kVA | Blok WBP =K x972
s/d 200 kVA | Blok LWBP = 972
kVArh = 1.057
6. | 1-3/TM | di atas 200 kVA | Blok WBP =Kx 1.115
Blok LWBP =1.115
kVArh = 1.200
6. | 1-4/TT | 30.000 kVA ke |Blok WBP =Kx 1020
atas Blok LWBP = 1.020
kVArh =1.117

*) Catatan:

K Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai
dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4
<K<2)

WBP Waktu Beban Puncak

LWBP Luar Waktu Beban Puncak



III. BENTUK FORMULIR

1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka KM, 10, Kelurahan Handayani
Mulya, Kecamatan Talang Ubi

FORMULIR PENDAFTARAN Nomor Formulir

WAJIB PAJAK DAERAH

TAHUN 20...

DATA WAJIB PAJAK

JENIS WAJIB PAJAK

[] wPPRIBADI  [_] WP BADAN

1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP Usaha

3. Alamat

- Dusun/Jalan

_RT/RW

- Desa/Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten /Kota

- Kode Pos

- Nomor Telepon/HP

- E-mail

4. NIB/Surat Izin yang Dimiliki *)

apabila ada

Jenis Izin

5. Jenis Pajak

[] Pajak MBLB

(] Opsen PKB

[] PBJT Makanan/Minuman
[C] PBJT Jasa Kesenian/Hiburan

[] Pajak Reklame
[] Opsen BBNKB
(] PBJT Jasa Parkir

[C] Pajak Air Tanah

[C] Pajak Sarang Burung Walet
[C] PBJT Tenaga Listrik

[] PBJT Jasa Perhotelan

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

Nama Pemilik / Pengelola

Jabatan

NIK

NPWP Pribadi

ol [cajhae

Alamat Tempat Tinggal

- Dusun/Jalan

_RT/RW

- Desa/Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten/Kota

- Kode Pos

- Nomor Telepon/HP

- E-mail

Talang Ubl, ..cccwmivsvsseenes
Wajib Pajak/Pengelola/Kuasa,

Ket: - Harap diisi dengan huruf KAPITAL

- Beri tanda Y pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan




Nomor:
g, BADAN PENDAPATAN DAERAH

(BE! PEMERINTAH KABUPATEN DATA OBJEK PAJAK

%7y PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR HOTEL

A. IDENTITAS SUBJEK

A.  NAMA OBJEK PAJAK
B. NPWPD
C. ALAMAT OBJEK PAJAK

Desa/Keturahan :
Kecamatan :
D. NO. TELEPON/HP
_ NAMA PEMILIK/PENGELOLA/KUASA
F. NO.TELEPON/HP g
B. INFORMA S1 UMUM OBJEK PAJAK
A, KLASIFIKASI HOTEL : D Hotel Melati []Hotel Bintang 3 (] Resort

[ IHotel Bintang 1 [_] Hotel Bintang 4[] Guesthouse

DHoiel Bintang 2 D Hotel Bintang 5 D ..........................
B. JUMLAH KAMAR

NO JENIS KAMAR JUMLAH KAMAR HARGA PER MALAM

NO FASILITAS JUMLAH HARGA

PERNYATAAN:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritahukan dan bubuhkan tersebut di atas
beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Talang Ubi, ....ccuvvviineiiiiiiniennns 20
Petugas, Wajib Pajak/Pengelola/Kuasa

NIP.




PEMERINTAH KABUPATEN DATA OBJEK PAJAK NOMOR
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PARKIR
A.IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK
A NAMA OBJEK PAJAK
B ALAMAT OBJEK PAJAK
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
C. NAMA WAJIB PAJAK
D. ALAMAT WAJIB PAJAK
E. NPWP/NPWPD
F. NAMA PENGELOLA
G. TELEPON
B. RINCIAN INFORMA S| OBJEK PAJAK
A. Luas Lahan Parkir meter
B. Kapasitas Lahan Parkir
1.Rodad -+
2.Roda2 :-/+
3.Rodad <:-/+
C. Tarif per Parkir
1. Roda 4
2. Roda 2
3.Roda4 <:
D. Jam Operasional
E. Pendapatan Dl
BE: <13 0 (1 1] o] —— ,20....
Petugas, Wajib Pajak/Pengelola/kuasa
NIP.




’ Nomor:
f, BADAN PENDAPATAN DAERAH
Hl PEMERINTAH KABUPATEN DATA OBJEK PAJAK
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR HIBURAN
A. IDENTITAS SUBJEK

A, NAMA OBJEK PAJAK
B. NPWPD
C. ALAMAT OBJEK PAJAK

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

D. NO.TELEPON/HP
NAMA PEMILIK/PENGELOLA/KUASA
NO. TELEPON / HP

mm

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

SIFAT HIBURAN - [JRutin [ Insidentil
JAM OPERASIONAL :

JUMLAH KARYAWAN
HARGA TIKET MASUK

oo o>

NO JENIS RUANGAN JUMLAH TARIF

NO JENIS MEJA | MESIN JUMLAH TARIF

PERNYATAAN:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang beriaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritahukan dan bubuhkan tersebut di atas
beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

THang b, i agasmn il
Petugas, Wajib Pajak/Pengelola/Kuasa

NIP.




P Nomaor:
R S Er R TAR KABUPATEN DATA OBJEK PAJAK
&y PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR RESTORAN

A. IDENTITAS SUBJEK

A NAMA OBJEK PAJAK
B. NPWPD
C. ALAMAT OBJEK PAJAK

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

D. NO.TELEPON/HP
NAMA PEMILIK/PENGELOLA/KUASA
NO. TELEPON / HP

m

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

JAM OPERASIONAL
JUMLAH MEJA

JUMLAH KURSI

oo o>

JUMLAH KARYAWAN

OMZET

TERENDAH

TERTINGGI

RATA-RATA

Harian

Rp

Rp

Rp

Mingguan

Rp

Rp

Rp

Bulanan

Rp

Rp

Rp

PERNYATAAN:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, saya alau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritanukan dan bubuhkan tersebut di atas
beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Taladng Ubl, ...l

Petugas, Waijib Pajak/Pengelola/Kuasa

NIP.




2. FORMULIR SPTPD

s PTPD Nomor SPTPD :
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PEMERINTAH KABUPATEN Masa Pajak :
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN >
Tahun Pajak : 20..
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
N.P.WPD : Pemerintah kabupaten Penukal abab lematang ilir
No. Telp. : di PAL

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

A.IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK

B. ALAMAT OBJEK PAJAK
Kecamatan :
Keluarahan :

Telepon :
C. NAMA WAJIB PAJAK

D. ALAMAT WAJIB PAJAK
Kecamatan :
Kelurahan :
Telepon :

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

a. Golongan Restoran 3

b. Pembayaran makanan / minuman Rp.

c. Pembayaran lain-lain Rp.

d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.

e. Pembayaran Terutang (10% x DPP) Rp.

f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp.

g. Sanksi Administrasi Telat Lapor Rp.

h. Jumlah Pajak yang dibayar Rp.

i. Data Pendukung
a). SSPD ﬁ 1.Ada/ ﬁ 2. Tidak Ada
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet 1.Ada/ 2. Tidak Ada
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill 1. Ada/ 2. Tidak Ada

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benamnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian
SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Talang Ubi, ...
Wajib Pajak
s )
D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal

Nama Petugas

NIP.

Tandatangan 2 ( " )




SPTPD Nomor SPTPD :
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PEMERINTAH KABUPATEN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN Masa Pajak :
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Tahun Pajak : 20..
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
NP.WPD : Pemerintah kabupaten Penukal abab lematang ilir
No. Telp. 3 di PALI

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang fersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

A, IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK

B. ALAMAT OBJEK PAJAK
Kecamatan :
Kelurahan :
Telepon :

C. NAMA WAJIB PAJAK

D. ALAMAT WAUIB PAJAK
Kecamatan :
Kelurahan :
Telepon :

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

Golongan Hiburan
Pembayaran Pemakaian
Pembayaran lain-lain

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Pembayaran Terutang (70% atau 40% x DPP)
Pajak Kurang atau Lebih Bayar

Sanksi Administrasi Telat Lapor

Jumlah Pajak yang dibayar

Data Pendukung

a). SSPD 1.Ada/ 2. Tidak Ada
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet 1.Ada/ 2. Tidak Ada

c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill 1.Ada/ 2. Tidak Ada

888887

~F@meap o

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benamya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian
SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang beriaku.

Talang Ubi, ...
Wajib Pajak

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal
Nama Petugas
NIP.

Tanda tangan : ( )




S P T p D Nomor SPTPD :
NS/ (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) '
PRI AR BATEN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK M Prgoke
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Tahun Pajak : 20....

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah

N.P.W.P.D Pemerintah kabupaten Penukal abab
No. Telp. lematang ilir di PALI
PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK -

A. NAMA OBJEK PAJAK

B. ALAMAT OBJEK PAJAK
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Telepon :

C. NAMA WAUJIB PAJAK

0. ALAMAT WAJIB PAJAK
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Telepon :

B. INFORMAS| UMUM OBJEK PAJAK

a. Golongan PBJT atas Tenaga Listrik
b. Pemakaian Kkwh L.
¢. Pembayaran Pemakaian Objek Pajak Rp.
d. Pembayaran lain-lain Re:. s
e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.
f. Pembayaran Terutang (10.00% x DPP) Rp.
g. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp.
h. Sanksi Administrasi Telat Lapor (0%) Rp.
h. Jumlah Pajak yang dibayar BD. | csesscnsmmmmenmn
i. Data Pendukung
a). SSPD 1. Ada/ 2. Tidak Ada
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet 1. Ada/ 2. Tidak Ada
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill 1. Ada/ 2. Tidak Ada

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian
SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Talang Ubi, ... ..... 20...
Wajib Pajak

D.DIIS| OLEH PETUGAS PENDATA .~

Diterima Tanggal
Nama Petugas
NIP

Tandatangan : (




-11 -

s PTPD Nomor SPTPD :
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Tahun Pajak : 20...
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah

N.PW.P.D : Pemerintah kabupaten Penukal abab lematang ilir

No. Telp. : di PALI

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK

B. ALAMAT OBJEK PAJAK
Kecamatan :
Kelurahan :
Telepaon :

C. NAMA WAJIB PAJAK

D. ALAMAT WAJIB PAJAK
Kecamatan :
Kelurahan :
Telepon :

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

a. Golongan Parkir
b. Pembayaran Pemakaian BO: 0 csseueccmscosesnan
c. Pembayaran lain-lain Rp.
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp: 0 s
e. Pembayaran Terutang (10.00% x DPP) By = sessmmee
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp.
g. Sanksi Administrasi Telat Lapor (0%) Rp.
h. Jumlah Pajak yang dibayar Rp.  seessmersmyunes
i. Data Pendukung
a). SSPD 1. Ada/ 2. Tidak Ada
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet 1. Ada / 2. Tidak Ada
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill 1. Ada / 2. Tidak Ada

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban
pengisianSPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Talang Ub;j, ............:
Wiajib Pajak

D. DIiSI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal
Nama Petugas
NIP.

Tanda tangan : T ORI )
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S PTPD Nomor SPTPD :
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PEMERINTAH KABUPATEN PBJT ATAS JASA PERHOTELAN Masa Pajak :
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Tahun Pajak : 20....
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
N.P.WP.D Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir
No. Telp. : di PALI
PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

A.|DENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK
B. ALAMAT OBJEK PAJAK
C. NAMA WAJIB PAJAK
D. ALAMAT WAJIB PAJAK

~ B.INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

a. Golongan Hotel

b. Pembayaran Pemakaian Rp.

c. Pembayaran lain-lain Rp.

d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.

e. Pembayaran Terutang (10% x DPP) Rp.

f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp.

g. Sanksi Administrasi Telat Lapor Rp.

h. Jumlah Pajak yang dibayar Rp.

i. Data Pendukung
a). SSPD 1. Ada/ 2. Tidak Ada
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet 1. Ada/ 2. Tidak Ada
c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill 1. Ada / 2. Tidak Ada

C. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian
SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Talang Ubi, Tanggal Bulan Tahun
Wajib Pajak

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal
Nama Petugas
NIP.

Tanda tangan ; (
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3. FORMULIR SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN SSPD
NG has e (SURAT SETORAN ALK OAERAY
JI. Merdeka KM 10 Kel.Handayani Kec.Talang Ubi NOMOF ...
PALI - SUMATERA SELATAN 31211 Tanggal - ......
Nama
Alamat
Nama Usaha
Alamat Usaha
NPWPD
Menyetor Berdasarkan
Masa Pajak Tahun
Cara Pembayaran :[JTunai [ ]Bank
Bank Penerima Setoran No. Rek
Tipe dan Jenis Pajak
Kode Bayar
Keterangan
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut
No. Kode Rekening Jenis Pajak Nilai (Rp.)
Sanksi
Denda
Jumlah
Terbilang : (KETERANGAN)
PALI, .......... 20..
Bendahara Penerimaan BANK SUMSELBABEL Petugas Pemungut Penyetor

NIP.

SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran
yang sah dari Bank

Pembayaran dapat dilakukan melalui BANK SUMSELBABEL
terdekat

Jatuh Tempo : (Tanggal) Sanksi 1% per bulan maksimal 24 bu

an
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4. FORMULIR SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
3. Merdeka Km, 10 Kel. Handayani Mula Kec, Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Lhr

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa/Tahun Pajak . Tanggal Jatuh Tempo:
Mama Wajib Pajak : HPWPD
Alamat . NOPD
Nama Usaha
Alamat Usaha
Keterangan

1. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telsh dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban :

Mo Rekening Pajak Jens Pajak Pajak Terhutang (Rp)

Rp

Jumish | Rp

" Dari peneltian dan/atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumiah yang masih harus dibayar adalsh sebagai berkut :

-

Pajak yang bdak atau kurang dibayar Rp
2. Sanksi Administras
a.Bunga Pasal 77 ayat (1) berdasarkan hasil Rp
pemeriksaan.
b.Bunga Pasal 77 ayat (2) berdasarkan hasil Rp -
perhitungan secara jabatan karena tidak
melakukan pelaporan SPTPD,
¢.BungaPasal 77 ayat (2) berdasarkan hasi Rp -
perhitungan secara jabatan karena tdak
melakukan kewajiban pencatatan/
pembukuan
d.Bunga Pasal 77 ayat (2) berdasarkan hasil Rp
perhitungan secara jabatan karena bdak
memberikan dokumen, keterangan,dan
kesempatan untuk memasuki tempat
dalam rangka pemeriksaan,
e.Kenaikan Pasal 77 ayat (2} untukjenis Rp =
pajak BPHTE, PBJT, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang
Burung Walat,
f Kenaikan Pasal 77 ayat (2) untuk jenis
pajak PEB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Rp
Tanah, Opsen PKE, dan Opsen BBNKB,
g.Jumish Sanksi Administrasi

Rp
3. Jumish yang masih harus dibayar {1+ 2) Rp
Dengan Huruf:
PERHATIAN :
Harap penyetoran dilskukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Tempat. Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penandatangan
Nama Jabatan Penandatangan

NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)




s IR

5. FORMULIR SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
3. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulka Kec, Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Iir

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Nomor H Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak/Tahun Pajak Tanggd Bhuh Terpo :
Nama Wajib Pajak t NPWPD
Alamat : NOPD
MNama Usaha $
Alamat Usaha
Keterangan
L Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintsh Nomor 35 Tahun 2023 telah dilskukan pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban:
Rekening Pajak
Jenis Pajak

1. Dari pemariksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumish yang masih harus dibayar adalsh sebagai
berikut :

1. Dasar Pengenaan Rp
Pajak yang terhutang Rp e
3. Kredit Pajak
2. Setoran yang diakukan
b. Lain-lain
¢. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan
datang/hutang pajak Rp g
d. Jumish yang dapat dikreditkan (a+ b+ c)

&&

4, Jumish kekurangan pembayaran pokok pajak {2 -3d )
Sanksi Adminstrasi berupa kenaikan pasal 77 ayat (3)

& &% |7

Jumish yang masih harus dibayar (4+ 5 )

Dengan Huruf:

PERHATIAN :

Harap penyetoran dilskukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penandatangan

Nama Jabstan Penandatsngan
NIP, (NIP Jabatan Penandatangan)




-16 -

6. FORMULIR SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Tlir

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :
Nama Wajib Pajak : NPWPD
Alamat 3 NOPD
Nama Usaha :
Alamat Usaha
Keterangan

L Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tzhun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban :

Rekening Pajak
Jenis Pajak

11. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhituagan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :
1. Dasar Pengenaan Rp
2. Pajak yang terhutang Rp
3. Kredit Pajak
a. Setoran yang dilakukan
b. Lain-lain -
¢. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan
datang/hutang pajak Rp =
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + ¢ ) Rp

&

Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak ( 2 - 3d | Rp
Sanksi Administrasi

a. Bunga

b. Kenaikan

¢. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b )

&8

& &

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang

Dengan Huruf :

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penandatangan

Nama Jabatan Penandatangan
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)
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7. FORMULIR SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh tempo :
Nama Wajib Pajak : NPWPD
Alamat : NOPD
Nama Usaha :
Alamat Usaha
Keterangan

L. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

pelaksanaan kewajiban :
No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan (Rp)|  Pajak Terhutang (Rp)
Rp - | Rp :
Jumlah{ Rp -| Rp .

I1. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :

1. Dasar Pengenaan Rp -
2. Pajak yang terhutang Rp .
3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
b. Setoran yang dilakukan

¢. Lain-lain

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + ¢ )

&&E

& |&

4. Jumlah yang masih harus dibayar

Dengan Huruf :

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penandatangan

Nama_Jabatan Penandatangan
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)




-18 -

8. FORMULIR STPD

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
7. Merdela Km. 10 Kel. Handayani Mula Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Iir

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
Nomor

: Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak . Tanggal Jatuh Tempo:

Nama Wajib Pajak : NPWPD

Alamat : NOPD

Nama Usaha

Alamat Ussha

Keterangan

1. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerntah Nomor 35 Tahun 2023 telah diakukan pemeriksaan atau keterangan bin atas
pelaksanaan kewajiban :
No Rekening Pajak Jens Pajak Pajak Terhutang (Rp)
Ro

Jumish | Rp

II. Dari peneltian dan/atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagai benkut :

1. Pajakyangtidak atau kurang dibayar Rp
2. Sanksi Adminstras
2.Denda Pasal 70 karena bdak melakukan Rp
pelaporan SPTPD.
b.Bunga Pasal 78 ayat (4) karena pajak Rp -

terutang pada SKPD, SPPT, dan SPTPD
kurang atau bdak dibayar setelah jatuh

tempo.
<.Bunga Pasal 78 ayat (5) karena SKPDKB, Rp “
SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
SuratKeputusan Pembatalan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo.
d.Jumizh Sanksi Adminstras:

3. Jumish yang masih harus dibayar (1+ 2)

& &

Dengan Huruf :
PERHATIAN :
Harap penyetoran dilskukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD)

{Tempat. Tanggal Bulan Tahun)
Jabatan Penandatangan

N P
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto
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